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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah adalah reformasi hubungan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah. Kewenangan penuh pemerintah daerah
Kabupaten/Kota tanpa campur tangan Pemerintah Pusat biasa disebut
dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan
daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk
mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan,
prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Menurut Mariun (1979) bahwa
dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk
membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya
daerah. Sedangkan menurut Vincent Lemius (1986) bahwa otonomi
daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun
administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan.

Adanya reformasi yang diawali pada tahun 1998 membawa suatu
perubahan yang sangat jelas pada kehidupan sosial, politik maupun di
bidang ekonomi khususnya di indonesia dan mengalami perubahan di
Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari
reformasi itu sendiri adalah pengelolaan maupun pengurusan tata kelola
pemerintahan yang baik (good government) dalam bentuk desentraliasi
keuangan maupun pada otonomi daerah. Tata kelola pemerintah yang baik
ditandai dengan munculnya transparansi dan akuntabilitas. Desentralisasi
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
penyediaan pelayanan publik yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Desentralisasi menurut Rondinelli, Nellis, dan juga Chema (1983) ialah



penciptaan atau penguatan, baik itu dari segi keuangan maupun hukum.
Kepada unit-unit pemerintah sub-nasioanl yang penyelenggaranya secara
bersifat substansial berada diluar kontrol langsung dari pemerintah pusat.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan
Undang — Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan desentralisasi merupakan
penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah.
Tujuan dari desentralisasi sendiri adalah untuk mencegah pemusatan
keuangan sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk
mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
pemerintah ataupun pengambilan keputusan di daerah. Dengan adanya
kegiatan desentralisasi masyarakat bisa bergerak lebih luas dalam
mengelola berbagai sumber daya yang disediakan pemerintah untuk
masyarakat dan dapat mengikuti perkembangan berbagai sistem
pemerintah yang sedang dijalankan. Karena pengelolaan pemerintah
daerah sudah di desentralisasikan maka pemerintah daerah hanya
bertanggungjawab atas wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat
dengan cara memaksimalkan Kinerjanya, terutama dalam pengelolaan
APBD di daerahnya.

Penerapan desentralisasi fiscal di Indonesia yang diwujudkan
dalam bentuk penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, termasuk pengelolaan keuangan daerah (Abdullah dan
Nazry, 2014). APBD adalah suatu daftar yang secara sistematis membuat
sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam
jangka waktu 1 tahun. APBD menampung kepentingan masyarakat dan
pemerintah daerah dan diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang dapat
dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melibatkan dua pihak, yaitu
pihak eksekutif (terdiri dari bupati/walikota, sekda, SKPD, BAP-PEDA,



BPKD) dan pihak legislatif (DPRD) selain itu ada pihak pengawas dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang termasuk pengawas eksternal
yang bertugas mengaudit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan pemerintah daerah. Di dalam Undang-undang sudah dijelaskan
bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan
alokasi sumber dana ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas

kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau
kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan (PP No.
12 Tahun 2019). Dalam APBD Belanja Daerah merupakan komponen
belanja yang sangat penting. Di tahun 2019 APBD banyak dihabiskan
untuk alokasi belanja pegawai menggaji para Pegawai Negeri Sipil
Daerah, sehingga dengan begitu mempengaruhi pada pembangunan
infrastruktur yang lebih produktif seperti yang sudah dijalankan pada
program nawacita oleh Presiden Joko Widodo di periode | dan dilanjutkan
pada periode ke 11 yang juga menekankan infrastruktur guna meningkatkan
daya saing.

Kebutuhan belanja yang semakin besar dan meningkat tidak
memungkinan  pemerintah  kabupaten/kota hanya mengandalkan
pendapatan asli daerah saja. Pada akhirnya pemerintah kabupaten/kota
harus mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi
Hasil (DBH) yang digunakan untuk menutupi kebutuhan Belanja Daerah.
Dengan adanya dana transfer pemerintah pusat berharap dapat digunakan

pemerintah daerah secara efektif dan efisien mengingat besarnya



kebutuhan belanja daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari pendapatan
daerah yang dianggarkan dalam APBD. Alokasi belanja daerah di
Indonesia bersumber dari berbagai arah seperti Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan
Pendapatan Asli Daerah. Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan Asli Daerah
adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Salah satu
jenis dari Pendapatan Asli Daerah adalah dari retribusi daerah, Retribusi
Daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot
P. Siahaan, 2005:6). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rihfenti
Ernayani (2017) menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut sesuai dengan
penelitian Masdjojo dan Sukartono (2009), Nugraeni (2011) yang
menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap
Belanja Daerah. Namun sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan oleh
Darmayasa dan Suandi (2014) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan

Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN
yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan daerah untuk membiayari
kebutuhan pengeluaran dalam pelaksaan desentralisasi. Dana Alokasi
Umum bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah dari pemerintah
pusat dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan potensi daerah itu
sendiri. Muhammad Igbal et al (2020) menyatakan bahwa Dana Alokasi

Umum berpengaruh siginifkan dan positif tehadap Belanja Daerah.



Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana dari pemerintah pusat
yang dialokasikan terhadap pemerintah daerah. Dana tersebut bersumber
dari APBN dan bertujuan untuk mendanai kegiatan yang bersifat khusus
untuk kepentingan daerah tersebut. Moh Rasyid (2018) menyimpulkan
bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja

Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil sendiri bertujuan untuk
memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan
memperhatikan potensi daerah penghasil. Rihfenti Ernayani (2017)
menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh terhadap

Belanja Daerah.

Penelitian tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap
Belanja Daerah telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan
oleh Irfan Ferdiansyah et al (2018) hasilnya menunjukkan bahwa
pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan dana perimbangan juga
berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan dana alokasi
umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap
belanja daerah

Erlina Tiara Intan Sari, Nur Fadjrih Asyik (2017) hasil penelitian
menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh
positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan dana alokasi
khusus dan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

belanja daerah.

Santi Rahma Dewi (2017) dalam penelitiannya menunjukkan
bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah,
dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah, dana alokasi
khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun secara



silmultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi
khusus berpengaruh terhadap belanja daerah.

Arthur  Simanjutak, Mitha Christina Ginting (2019) dalam
penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana
alokasi umum berpengaruh positif siginifikan terhadap belanja daerah
sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh positif tidak signifikan.
Namun secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak derah,
retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh

positif signifikan terhadap belanja daerah.

Nabiyatun Nur Fatimah et al (2019) pada penelitiannya
menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum
berpengaruh siginifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan dana alokasi
khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja

daerah.

Berdasarkan uraian diatas dan dari hasil studi penelitian
sebelumnya serta beberapa kesenjangan hasil penelitian terdahulu maka
penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian
dengan judul “PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN DBH TERHADAP
BELANJA DAERAH (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2017-2019)”

Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis mencoba
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah?
4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian

ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap
belanja daerah.

2. Untuk menguji apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap
belanja daerah.

3. Untuk menguji apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap
belanja daerah.

4. Untuk menguji apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja
daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu
memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Peneliti
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan
dan pengetahuan mengenai belanja daerah dengan berbagai teori yang
ada yang terjadi sesuai kejadian yang berlangsung.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti lain
Dari hasil penelitian ini dapat membantu akademisi/peneliti lain untuk
mengembangkan pengetahuan khususnya dibidang akuntansi mengenai
pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah.

3. Bagi Pemerintah
Dari hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi informasi kepada
baik pemerintah maupun masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah mengenai Belanja Daerah dan pengaruh dari Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.



Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah
daerah dalam menentukan kebijakan APBD supaya dapat
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan  meningkatkan

infrastruktur daerah secara maksimal.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini sistem penulisannya akan dibagi

dalam beberapa bab sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang menjabarkan teori-teori yang
berkaitan dengan variabel-variabel yang sedang diteliti serta teori-teori
yang dapat mendukung dalam perumusan dan pengembangan hipotesis.
Selain itu, bab ini juga berisi kerangka pemikiran penelitian serta telaah
pustaka dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan

penelitian yang dilakukan serta pengembangan hipotesis.
BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian yang dilakukan,
populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, metode pengambilan
data yang digunakan, definisi operasional, pengukuran variabel, dan
metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil pengumpulan data, analisis data,

pengujian hipotesis, dan pembahasan.



BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.



